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ABSTRACT
Pasal 73 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengaturbahwa pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh hakim
pada pidana penjara paling lama dua tahun, dengan syarat umum dan syarat khusus. Pidana bersyarat bertujuan sebagai pidana
alternatife dari pidana penjara. Praktiknya, pidana bersyarat jarang digunakan, hakim  memilih menjantuhkan pidana penjara
dengan ancaman dibawah satu tahun. Pengawasan pidana bersyarat dilakukan oleh Jaksa,  Bapas, dan  hakim wasmat.Penulisan
skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bersyarat terhadap anak  yang  berkonflik
dengan hukum,  menjelaskan pengawasan pidana bersyarat terhadap anak  yang berkonflik dengan hukum dan menjelaskan peranan
Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam pembimbingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
Untuk memperoleh  data  dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui penenelitian yuridi sempiris. Penelitian Kepustakaan
dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan,  teori-teori dan literatur-literatur  yang ada relevansi dengan
masalah  yang  dibahas dan Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.
Hasil penelitian diketahui bahwa pertimbangan  hakim  dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap anak konflik hukum
didasarkan pada :  Tindak pidana yang  cenderung ringan dengan ancaman pidana tidak lebih dari satu tahun,  Tujuan pemidanaan
bersifat mendidik, bukan hanya sebagai pembalasan, Pertimbangan dari hasil laporan penelitian kemasyarakatan  (Litmas),  Adanya
perdamaian atau saling memaafkan antara korban dan pelaku tindak pidana,  Perbuatan tindak pidana  yang dilakukan tidak
meresahkan masyarakat,  dan  Motif  pelaku tindak pidana. Pengawasan pidana bersyarat oleh kejaksaan bersifat pemantau dan
tidak ada penyerahan anak terpidana bersyarat kepada Bapas sebagai Pembimbing Kemasyarakatan. Meningkatkan peran penting
Bapas sebagai pendamping terhadap anak berkonflik hukum dari tahap pra-ajudikasi, ajudikasi dan pos-ajudikasi.
Disarankan kepada  hakim  agar  sering menerapkan pidana bersyarat untuk menjauhkan anak dari stigmatisasi pidana penjara.
Pemerintah dapat menunjukkan lembaga pengawas terpidana bersyarat dan berkoordinasi dalam melaksanakan tugasnya agar
terpenuhinya syarat yang ditentukan sesuai aturan yang berlaku. Bapas dapat mengatasi hambatan tugas dan menghasilkan litmas 
yang  penting bagi masa depan anak,  serta meningkatkan kapasitas petugas membangun komunikasi dengan instansi terkait
lainnya.
